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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa penyajian laporan 

keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah 

(X2), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah (Y). Ini dapat dibuktikan dengan hasil 

uji-F dimana nilai F-hitung sebesar 20,970 lebih besar daripada F-

tabel sebesar 3,29 dengan nilai probability sebesar 0.000 lebih kecil 

dari 0,05 atau 5%. 

2. Dari hasil pengujian diperoleh hasil penyajian laporan keuangan 

daerah (X1), dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone Bolango. Ini dapat 

dibuktikan dari hasil uji-t yang dilakukan dimana penyajian laporan 

keuangan daerah (X1) dan  aksesibilitas laporan keuangan daerah 

(X2) masing-masing mempunyai nilai t-hitung sebesar 2,316 dan 

3,460 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,036. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran 

yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango agar dapat menyajikan secara 

lengkap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan disusun 

dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Mempublikasikan 

laporan keuangan daerah atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui media masa, media 

online, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan 

yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Serta 

harus menyiapkan SDM yang mampu membuat laporan keuangan 

berdasarkan standar yang berlaku umum melalui perekrutan pegawai 

yang berkompeten dan memiliki latar belakang di bidang akuntansi 

serta harus lebih banyak mengadakan berbagai macam pelatihan-

pelatihan akuntansi. 

2. Berdasarkan hasil uji determinasi dalam penelitian ini, penyajian 

laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan 

daerah mampu menjelaskan tentang peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.540 atau 54% dan sisanya 

sebesar 46% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk 

dalam model penelitian ini. Maka kepada para peneliti selanjutnya 
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yang tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan topik yang 

serupa dengan penelitian ini agar dapat menguji varibel lain 

selain penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas 

laporan keuangan daerah seperti variabel Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(SIKD), dan lain-lain. 
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